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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 38 TAHUN 2021
TENTANG

PENGADAAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PRASARANA

Menimbang

PERKERETAAPIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15
Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama
Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di
Bidang Perkeretaapian Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi
dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah
dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan
organisasi, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Pengadaan Badan Usaha dalam

Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum,;
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Mengingat

—

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 56  Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6645);
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7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 885);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGADAAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta
norma, Kkriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga

gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan
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10.

11.

dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan
ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan
perjalanan kereta api.

Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang
digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau
barang dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak
yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk perkeretaapian.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut
BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan.

Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api
dapat dioperasikan.

Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada
Badan Usaha Perkeretaapian untuk melakukan kegiatan
di bidang perkeretaapian dalam jangka waktu tertentu
dan kompensasi tertentu.

Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis Pemerintah
atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam
kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
umum.

Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai akibat
pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha
untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu.
Bentuk Kerjasama lainnya adalah kerjasama Pemerintah
atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam
kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian

selain berupa konsesi.
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Kerjasama  adalah  kerjasama  Pemerintah  atau
pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam jangka
waktu tertentu.

Kerjasama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang
Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara
bukan  pajak/pendapatan  daerah dan sumber
pembiayaan lainnya.

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian
tertulis Pemerintah atau pemerintah daerah dengan
Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum dengan skema kerjasama.

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
di bidang perkeretaapian.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perkeretaapian.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP

PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(1)

(2)

Pasal 2
Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
umum yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha
meliputi:
a. pembangunan;
b. pengoperasian,;
c. perawatan; dan/atau
d. pengusahaan.
Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Badan
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau

pengusahaan prasarana perkeretaapian umum baru;
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